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BAB III  

DENUKLIRISASI KOREA UTARA 

 

Korea Utara telah memiliki Nuklir sejak masa Kim Il Sung 

dan program senjata nuklir Korea Utara telah diteruskan hingga ke 

masa Kim Jong Il hingga Kim Jong Un. Pada masa Kim Il Sung Korea 

Utara tidak terlalu berfokus pada perkembangan senjata nuklirnya 

karena pada masa Kim Il Sung Korea Utara lebih berfokus pada untuk 

melakukan perkembangan dan perbaikan ekonomi, meskipun pada 

Korea Utara pada masa tersebut masih melakukan program nuklirnya.  

Namun ketika pergantian pemimpin Kim Jong Il, Korea Utara 

yang lebih megutamakan ideologi Songun lebih mengedepankan 

pengembangan senjata nuklirnya untuk memperkuat diri dari ancaman 

luar dan menunjukkan kemampuan mandiri dari Korea Utara, dan 

hasilnya terbukti ketika Korea Utara keluar dari NPT dan melakukan 

uji coba nuklir 2 kali pada tahun 2006 hingga 2009, ini menunjukkan 

dari kebijakan Songun dalam bidang nuklirnya, Kim Jong Il pun juga 

menekankan kepada penerusnya yaitu Kim Jong Un dengan memberi 

kan doktri Songun sebagai untuk melanjutkan program nuklirnya agar 

bisa Korea Utara terlihat mandiri dan kuat.  

Setelah Kim Jong Un naik sebagai pemimpin Korea Utara, 

Kim Jong Un pun melanjutkan dari program nuklir yang dilakukan 

oleh ayahnya sebelumnya, dan Kim Jong Un pun melakukan 

kebijakan Byungjin yang mana memberikan priotitas utama terhadap 

ekonomi dan juga militer terutama dalam segi nuklirnya. Kim Jong Un 

pun serius untuk melakukan pengembangan nuklirnya dengan 

membuktikan serangkaian ujian coba nuklir dan rudal balistik yang 

membuat geram dunia internasional. Akan tetapi pada masa Kim Jong 

Un Korea Utara pertama kalinya melakukan program 

Denunklirisasinya untuk perdamaian di Semenanjung Korea, 

sebelumnya Denuklirisasi sendiri sudah pernah dilakukan oleh 

pendahulunya Kim Jong Un, meskipun mecapai kata kesepakatan 

adalah hal yang susah. Pada Bab ini penulis ingin menulis bagaimana 

Korea Utara memiliki Nuklir dan bagaimana proses denuklirisasi dari 

Korea Utara. 
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A. Kepemilikan Nuklir Korea Utara.  

 

Program Nuklir Korea Utara telah dimulai sejak tahun 1950an 

dimana, pada tahun 1956 Uni Soviet dan Korea Utara melakukan 

kerjasama dalam penggunaan nuklir dalam hal damai untuk kebutuhan 

energi, maka dibangunlah Reaktor Nuklir selain itu juga melakukan 

latihan terhadap ilmuwan dan teknisi disana, untuk memberi 

pengetahuan dasar dari nuklir tersebut, dan setelah itu tahun 1959 

Korea Utara dan Uni Soviet menandatanganin kerjasama nuklir.1 

Adanya perjanjian antara Korea Utara dengan Uni Soviet pada 

tahun 1959, Uni Soviet membantu Korea Utara untuk membangun 

sebuah Fasilitas Nuklir pertama kali di Yongbyon dengan tujuan untuk 

penelitian, Uni Soviet pun membantu Korea Utara untuk melakukan 

penelitian dan mengawasi Korea Utara dalam hal pengerjaan nuklir 

sebesar 5MW. Dengan adanya Fasilitias Nuklir di Yongbyon Korea 

Utara dapat menghasilkan Plutonium dan dapat mengembangkan 

senjata nuklir secara bertahap.2 Dengan idelogoi dari Kim Il Sung 

Juche dimana adanya kemandirian dan tidak tergantungan ke negara 

lain maka Korea Utara berniat untuk membangun senjata nuklir 

meskipun pada masa itu Korea Utara tidak terlalu agresif untuk 

melakukan pengembangan nuklirnya, hanya untuk membuat nuklir 

dan rudal jarak jauh saja.  

Pada tahun 1960an Korea Utara mulai mengembangkan 

beberapa roket luncur, 3  selain itu Korea Utara juga melakukan 

pembangunan Fasilitas Akedemi Militer Hamhung yang mana untuk 

melatih dari para prajurit Korea Utara sendiri untuk mengembangkan 

 
1 Derek Bolton. North Korea’s Nuclear Program. Agustus 2012. Diakses 

pada 19 Feb. 19. 
2  Joseph S. Bermudez, Jr., “A History of Ballistic Missile Development in 

the DPRK,” Occasional Paper No. 2, (Center for Nonproliferation Studies, 

1999), hlm. 2. Diakses pada 19 Feb. 19 
3 Christopher F. Foss, editor, Jane's Armour and Artillery 1991-92 (Coulsdon, 

Surrey: Jane's Information Group, 1991), hal. 719. Diakses pada 19 Feb. 19 
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rudal.4 Pada tahun 1967 – 1971 dana Korea Utara untuk biaya militer 

menigkat secara pesat sebesar 30%, ini untuk menunjukkan keseriusan 

dan kemandirian dari Korea Utara dalam mengembangkan Rudal dan 

Nuklirnya. 5  Selain itu faktor dari adanya motivasi dari pemimpin 

Korea Utara sendiri untuk mendapatkan dan mengembangkan dari  

kapabilitas Rudal Balisitik Korea Utara. Pertama adalah Kim Il Sung 

melihat bahwa senjata rudal bisa menjadi sebuah ancaman atau untuk 

mengalahkan kekuatan dari amerika sendiri. Kedua, hubungan aliansi 

antara Uni Soviet dan China dipertanyakan oleh Kim karena 

kredebilitas dari Moscow dan Beijing pun untuk membantu 

Pyongyang jika ada perang lain.6 

Meskipun Korea Utara dibantu oleh Uni Soviet dan China 

dalam  awal melakukan program nuklirnya dan batas waktu tertentu, 

Korea Utara berhasil mengembangkan nuklirnya tanpa bantuan luar 

negeri secara signifikan.7 Terlebih lagi ketika Korea Utara tahu China 

berhasil melakukan uji coba nuklirnya untuk pertama kali pada tahun 

1964, Kim Il Sung berusaha untuk meminta ke Beijing untuk berbagi 

teknologi senjata nuklirnya setelah itu, akan tetapi pemimpin China 

Mau Zedong menolak dari permintaan dari Kim Il Sung, sehingga 

membuat hubungan Korea Utara dan China menjadi buruk.8 

Dengan usahanya sendiri Korea Utara berhasil untuk 

menciptakan Hulu ledak Nuklirnya dari reaktor nuklirnya yang 

 
4 Yun Deok-min, "미-북 미사일 협상의 현황과 전망 (Current and future of 

US-NK Missile negotiation)," ROK IFANS policy paper, 22 November 2000, 

hal. 2. Diakses pada 28 Februari 2019 

5 "통일부 (Ministry of Unification)," 2004 북한개요 (2004 North Korea 

Summary), Seoul, South Korea: Ministry of Unification, 2003, p. 198. 

Diakses pada 28 Februari 2019 
6  https://www.nti.org/learn/countries/north-korea/delivery-systems/. Juli 

2017 diakses pada 29 Februari 19 
7 Ibid. 
8  Joseph S. Bermudez, Jr., "North Korea's Nuclear Programme," Jane's 

Intelligence Review, Vol. 3, No. 9, September 1991; Joseph S. Bermudez, Jr., 

"Exposing North Korea's Secret Nuclear Infrastructure—Part One," Jane's 

Intelligence Review, July 1999. Diakses pada 28 Februari 2019 

https://www.nti.org/learn/countries/north-korea/delivery-systems/
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diberikan oleh Uni Soviet sebagai tenaga energi sebelumnya, 

meskipun Korea Utara tidak berhasil membuat Cina dan Uni Soviet 

untuk berbagi senjatanya, Korea Utara akhirnya berhasil secara diri 

sendiri. 

Pada akhir tahun 1960an Korea Utara memperluas dari 

lembaga pendidikan dan penelitiannya untuk mendukung program 

nuklirnya untuk diaplikasikan terhadap sipil dan juga militer. Ini untu 

memberikan pemahaman terhadap warga mereka tentang apa itu 

nuklir, dan bisa saja digunakan untuk secara damai atau perang sesuai 

dengan keadaan pada waktu itu. Pada tahun 1970an insinyur Korea 

Utara menggunakan teknologi asli untuk memperluas reaktor riset 

IRT-2000, dan Pyongyang mulai memperoleh teknologi pemrosesan 

ulang plutonium dari Uni Soviet. 9  Setelah berhasil mendapatkan 

reaktor nuklir Korea Utara dan mulai melakukan pembangunan 

reaktor nuklir Korea Utara pada tahun 1965 dan 1970 dengan alasan 

damai tetapi semua itu berubah seiring perkembangan waktu, dan 

menjadi sebuah ancaman internasional bagi negara lain. Pada tahun 

1970 hinga tahun 1990an Korea Utara berkerja sama dengan Instasi 

Internasional untuk mengawasi nuklirnya.  

Pada tahun 1985 Korea Utara setuju untuk perjanjian NPT, 

dimana nuklir Korea Utara hanya digunakan untuk energi saja tidak 

untuk membuat senjata. Akan tetapi meskipun Korea Utara sudah 

setuju untuk perjanjian NPT pada tahun 1985, Korea Utara secara 

diam – diam melakukan pengembangan Hulu ledak nuklir, Amerika 

Serikat pun menuduh bahwa Korea Utara melakukan pengembangan 

nuklir, dan meminta diadakan pemeriksaan di fasilitas nuklirnya, 

IAEA pun melakukan pemeriksaan terhadap program nuklir dari 

Korea Utara berdasarkan dari perjanjian perlindungan yang 

Pyongyang akhiri dengan IAEA pada tahun 1992, IAEA pun 

menemukan bukti bahwa Korea Utara melakukan pengembangan 

 
9 Kim Byeong-gu et al., "북핵기술총서-I [North Korean Nuclear Issues and 

the LWR Project Vol.1]," KAERI/AR-552-99, Technology Center for 

Nuclear Control, November 1999, www.tcnc.kaeri.re.kr. diakses pada 28 

Februari 2019 

http://www.tcnc.kaeri.re.kr/
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senjata secara diam – diam, dan Korea Utara wajib untuk melaporkan 

dari adanya program nuklirnya ke IAEA pada tahun 1992.  

Dan pada Januari 1992, Korea Utara dan Korea Selatan ingin 

melakukan JNCC (Joint Nuclear Control Commission) sebagai bentuk 

untuk melakukan perdamaian antara kedua negara, dimana tidak akan 

ada uji coba, membuat, menyimpan dan menggunakan senjata nuklir, 

serta melarang pemrosesan ulang nuklir dan fasilitas pengayaan 

uranium perjanjian itu juga mengikat kedua Korea untuk 

menggunakan energi nuklir hanya untuk tujuan damai.10 Pada awalnya 

perjanjian ini dipercepat dari awalnya, akan tetapi perjanjian ini 

tertunda hingga 19 Maret 1992, dimana adanya perbedaan pendapat 

antar kedua negara membuat perjanjian menjadi mundur, selain itu 

pada 05 Maret 1992, Korea Selatan mengumungkan bahwa Amerika 

Serikat ingin berpertisipasi dalam inspeksi antar – Korea untuk 

membahas masalah nuklir di Semenanjung Korea.11  

Dengan adanya perjanjian ini Korea Utara dan Korea Selatan 

bisa melakukan inpeksi antar kedua negara untuk membuktikan bahwa 

adanya nuklir di kedua negara bisa netralkan untuk menciptakan 

kedamaian di Semenanjung Korea. Adanya JNCC membuat negosiasi 

dan pertemuan antar kedua Korea mengalami dinamika yang beragam, 

dimana adanya syarat  dari kedua negara yang harus dilakukan untuk 

bisa melancarkan dari perdamaian di Semenanjung Korea, salah 

satunya adalah syarat dari Korea Utara yang ingin agar Amerika 

Serikat dan Korea Selatan untuk menghentikan dari latihan militer 

mereka, meskipun keinginan dari Korea Utara ini tidak bisa dilakukan 

oleh Korea Selatan dan Amerika Serikat dan malah lebih sering 

melakukan latihan militer.  

 
10  North Korean Nuclear Negotiations 1985 – 2019, 

https://www.cfr.org/timeline/north-korean-nuclear-negotiations. Diakses 

pada 12 Maret 2019 
11 Joint Declaration of South Korea and North Korea on The Denuclearization 

of The Korean Peninsula.  https://www.nti.org/learn/treaties-and-

regimes/joint-declaration-south-and-north-korea-denuclearization-korean-

peninsula/. Diakses pada 12 Maret 2019 

https://www.cfr.org/timeline/north-korean-nuclear-negotiations
https://www.nti.org/learn/treaties-and-regimes/joint-declaration-south-and-north-korea-denuclearization-korean-peninsula/
https://www.nti.org/learn/treaties-and-regimes/joint-declaration-south-and-north-korea-denuclearization-korean-peninsula/
https://www.nti.org/learn/treaties-and-regimes/joint-declaration-south-and-north-korea-denuclearization-korean-peninsula/
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Hingga tahun 1993, rencana dari JNCC tidak bisa mengalami 

perubahan yang sangat signifikan dikarenakan adanya syaratn yang 

diajukan kedua negara dianggap susah dan rasa tidak kepercayaan 

antar kedua membuat proposal negosiasi menjadi lebih susah, hingga 

akhinrya 12 Maret Korea Utara mengumungkan bahwa keluar dari 

NPT dan membuat perkembangan deklarasi antar kedua negara 

menjadi tidak berjalan dengan lagi. 12  Dan adanya desakan dari 

komunitas internasional untuk membuat Korea Utara kembali lagi ke 

NPT dilakukan, bahkan Korea Selatan memberikan syarat agar Korea 

Utara kembali ke NPT dengan cara akan mengakhiri latihan militer 

dengan Amerika Serikat jika Korea Utara melajutkan NPT. Korea 

Utara yang melihat syarat itu sebagai sebuah kemajuan dari negosiasi 

antar kedua negara menunda penarikannya dari NPT. Pada tanggal 1 

September, Korea Utara menyerukan pembicaraan mendesak dengan 

Korea Selatan mengenai masalah lama tentang inspeksi fasilitas nuklir. 

Korea Selatan menyetujui usulan Korea Utara untuk melanjutkan 

dialog tentang masalah nuklir melalui pertukaran utusan.13 

Hasil dari JNCC sendiri antar Korea Utara dengan Korea 

Selatan berubah menjadi JDD (Joint Denuclearization Declaration) 

dimana ini adalah sebuah deklarasi bersama antar kedua Korea Untuk 

menciptakan Semananjung Korea bebas dari nuklir dan bisa 

melakukan inpeksi antar Korea secara bersama. 

Amerika Serikat yang berusaha untuk masuk ke Korea Utara 

untuk membuktikan adanya fasilitas senjata nuklir menawarkan ke 

Korea Utara untuk memberikan Dua reaktor air ringan, dengan catatan 

bahwa Korea Utara setuju untuk menghentikan dari operasi dan 

pembangunan reaktor nuklir yang dicurigai sebagai senjata nuklir. 

Dengan hal penawaran tersebut maka terciptanya sebuah Agreed 

Framework 1994, selain membahas tentang nuklir Korea Utara 

perjanjian tersebut juga menghasilkan bahwa Amerika Serikat akan 

membantu Korea Utara  dalam hal berjanji untuk memberikan 

keringanan sanksi, bantuan, minyak.  

 
12 Ibid 
13 Ibid 
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Hingga akhirnya pada tahun pada tahun 2002 – 2003 Korea 

Utara mengakui adanya program Nuklir yang mereka jalankan secara 

diam – diam dan melanggar dari perjanjian Aggreed Framework, NPT, 

dan Inter – Korean Summit.14 Ini membuat Korea Utara menjadi lebih 

tertutup dalam hal pengembangan nuklirnya. Untuk kembali membuat 

Korea Utara bisa diajak berunding dengan masalah nuklirnya, maka 

dibentuklah Six Party Talks yang terdiri dari Amerika Serikat, Rusia, 

Cina, Jepang, Korea Utara dan Korea Selatan dimana untuk 

membicarakan masalah nuklirnya Korea Utara dan juga sanksi – 

sanksi terhadap Korea Utara. 

Meskipun telah dibentuk Six Takls Party Korea Utara masih 

sering melakukan adanya pengembangan nuklirnya, dan pada tahun 

2006 Korea Utara melakukan uji coba nuklir pertamanya ketika masih 

dalam tahap pembicaraan nuklir di Six Party Talks, dan Korea Utara 

mendeklarasikan diri sebagai negara Nuklir,15 ini membuat adanya 

kencaman dari dunia internasional dan adanya kencaman sanksi – 

sanksi dari UN, dan AS.Pada tahun 2009 Korea Utara juga melakukan 

uji coba nuklirnya Kedua, dan membuat Korea Utara dijatuhkan 

sanksi yang lebih berat untuk percobaan tersebut, ini menunjukkan 

dari keseriusan Korea Utara dalam pengembangan nuklirnya dan 

mengabaikan adanya Six Party Talks, meskipun Korea Utara ingin 

sanksinya dihapus akan tetapi Korea Utara masih sering melakukan 

uji coba nuklirnya. 

 

B. Awal mula Program Denuklirisasi  

 

Awal mula dari adanya program Denuklirisasi sendiri terjadi 

pada tahun 1992 ketika Korea Utara dan Korea Selatan bertemu dan 

 
14  North Korean Nuclear Negotiations 1985 – 2019, 

https://www.cfr.org/timeline/north-korean-nuclear-negotiations. Diakses 

pada 13 Maret 2019 
15 Sung Bae Kim, How Can an Inter – Korean Summit Contribute to the 

Denuclearization of North Korea, EAI Issue briefring. Hal 4. 10 Juni 2010. 

Diakses pada 13 Maret 2019. 

https://www.cfr.org/timeline/north-korean-nuclear-negotiations
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membahas tentang perdamaian dan nuklir di Semenanjung Korea, dan 

menghasilkan Joint Nuclear Control Commission dan Joint 

Declaration Denuclearization yang mana ini awal mula keinginan 

kedua negara untuk melakukan denuklirisasi antar kedua Korea. Hasil 

dari adanya deklarasi tersebut pada tahun 2000 dilakukan pertemuan 

pertama untuk membahas adanya program nuklir tersebut dan 

beberapa pembahasan terkait dengan Reunifikasi dan rencana bisnis 

dan pembangunan investasi untuk Korea Utara. 

Pada oktober 2002, Agreed Framework 1994 antara Korea 

Utara dan Amerika Serikat mengalami kegagalan yang mana akibat 

dari hubungan antar kedua negara yang tidak baik, ini dikarenakan 

adanya tidak ada keseriusan kedua negara dimana Korea Utara tidak 

masih melakukan penggadaan uranium secara tertutup dan juga 

Amerika Serikat yang direncakan untuk memberikan Reaktor air 

ringan tidak sesuai tepat waktu sehingga hubungan kedua negara 

menjadi tidak percaya.16 

 Lalu rencana terbentuk Six Party Talks yang terdiri dari 

beberapa negara untuk membahas masalah nuklir di Semenanjung 

Korea, ingin untuk menyelesaikan masalah nuklir Kore Utara. 

Landasan dari terbentuknya dari Six Party Talks adalah dari adanya 

kegagalan dari Agreed Framework 1994 dan juga kebuntuan dari 

sitasui terhadap isu nuklir Korea Utara. Forum ini juga dijadikan 

tempat soft diplomacy untuk mencapai kesepakatan bersama karena 

isu nuklir yang berada di Korea Utara terbilang isu yang berat.  

Didalam forum ini sudah dilakukan sebanyak 6 kali 

peretemuan unutk membahas masalah nuklir di Korea Utara, dan ada 

beberapa point penting didalam pertemuan tersebut :17 

1. Pertemuan Pertama, pada 27 agustus 2003 Korea Utara 

bersedia untuk ikut kedalam perundingan tersebut dengan 

syarat bahwa diadakan perbaikan hubungan antar Korea Utara 

 
16  Kelsey Davenport. Six – Party Talk at a Glance. 

https://www.armscontrol.org/factsheets/6partytalks. 21 Juni 2018. Diakses 

pada 13 Maret 2019 
17 Ibid 

https://www.armscontrol.org/about/kelsey_davenport
https://www.armscontrol.org/factsheets/6partytalks
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dengan Amerika Serikat, meskipun pada akhirnya  kedua 

negara tidak bisa mencapai kesepakatan bersama, dan Korea 

bahkan akan mengancam akan melakukan uji coba nuklirnya 

jika tidak ada tindakan baik. Point lainnya adalah Komitmen 

untuk menyelesaikan masalah nuklir di Semenanjung Korea 

melalui cara – cara dialog dan damai, berusaha menciptakan 

adanya Semenanjung Korea bebas nuklir serta 

memperhatikan masalah Korea Utara.  

2. Pertemuan Kedua, pada 25 Februari 2004 pada pertemuan 

ini menteri Luar Negeri Cina dan ketua negosiator Rusia 

memimpin pembicaraan tersebut, dimana Korea Utara telah 

menawarkan diri untuk menghancurkan program Nuklirnya, 

akan tetapi Korea Utara tidak akan menghancurkan dari 

program nuklir untuk hal damai. Meskipun Cina dan Rusia 

mendukung dari rencana atas Korea Utara tersebut, Jepang, 

Korea Selatan dan Amerika Serikat tidak setuju atas gagasan 

tersebut dan menginginkan semua program nuklir dan 

fasilitasnya Korea Utara untuk dihancurkan semua. Meskipun 

tidak mencapai kesepakatan dimana semua nuklir di 

Semenanjung Korea harus dihancurkan agar wilayah tersebut 

bebas dari nuklir. 

3. Pertemuan Ketiga, pada 23 Juni 2004, pada pertemuan ini 

Amerika Serikat memberikan proposal untuk program 

pembongkaran terhadap nuklirnya secara bertahap, dan 

memberikan waktu terhadap Korea Utara untuk melakukan 

persiapan tiga bulan. Dan juga melaporkan dari kegiatan 

Korea Utara dalam pembongkaran tersebut. Sama halnya 

dengan Amerika Serikat, Korea Selatan menawarkan proposal 

yang sama ke untuk pembongkaran nuklir Korea Utara, Korea 

Utara pun bersedia untuk menghentikan pengembangan 

Program Nuklirnya. 

4. Pertemuan Keempat, pada 26 Juli hingga 7 Agustus 2005 

dan 13 hingga 19 September 2005. Sebelum pertemuan ini 

pada bulan Februari Korea Utara menyatakan diri memiliki 

Hulu Ledak Nuklir dan tidak berencana mengikuti 
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perundingan Six Party Talks kedepannya dan menuduh 

Amerika Serikat sebagai negara yang ingin menjatuhkan 

pemerintahanya. Setelah pernyataan dari Korea Utara untuk 

tidak ikut lagi dalam Six Party Talks Amerika Serikat 

bergerak cepat dengan cara memberikan pengakuan terhadap 

Korea Utara sebagai negara yang berdaulatan dan tidak ada 

keinginan dari Amerika Serikat untuk meinvasi ke Korea 

Utara, dan cara itu terbukti ampuh untuk membuat Korea 

Utara kembali ke perundingan tersebut. Dan pada pertemuan 

kedua 19 September Six Party Talks mencapai sebuah 

kesepakatan pertama terkait penyelesaian masalah nuklir 

Korea Utara, dan mencapai sebuah kesepakatan komitmen 

dan aksi secara bersama, diantaranya adalah Korea Utara 

berkotmitmen untuk meninggalkan semua Program Nuklirnya 

dan program lainnya, kembali ke NPT serta menerima 

inspeksi dari IAEA. Adanya kesetujuan dari pernyataan Korea 

Utara tentang hak untuk menggunakan energi nuklir secara 

damai dan setuju untuk membahas penyediaan reaktor nuklir 

air ringan.  Amerika Serikat dan Korea Selatan keduanya 

menegaskan bahwa mereka tidak akan menggunakan Hulu 

Ledak Nuklir di semenanjung itu, dan menyatakan, bersama 

dengan Rusia, Cina, dan Jepang, kesediaan mereka untuk 

memasok Korea Utara dengan bantuan energi. Amerika 

Serikat dan Jepang, selanjutnya, berkomitmen untuk bekerja 

untuk menormalkan hubungan dengan Korea Utara. 

5. Pertemuan Kelima, pada 9 November 2005, dimana pada 

pertemuan ini negara – negara Six Party Talks ingin 

menerapkan bahwa Joint Declaration yang telah dibuat bisa 

diterapkan secara bersama untuk mencapai kesepakatan 

bersama di Semenanjung Korea, dan diakhiri tanpa sebuah 

hasil yang pasti. Ini membuat keadaan negosiasi dari Six Party 

Talks menjadi tidak membaik dan adanya sanksi dari Amerika 

Serikat terhadap ekonomi Korea Utara dan juga pembekuan 

dari Bank yang ada di Macau karena mendanain Korea Utara, 

ketika tidak pastian dari negosiasi di forum tersebut Korea 

Utara melakukan uji coba nuklirnya pertamanya pada April 

2006, yang menyebabkan Korea terkena sanksi dari PPB 
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dengan resolusi 1718. Korea Utara pun mengencam terhadap 

Amerika Serikat terkait sanksi tersebut dan memboikot Six 

Party Talks. Pertemuan dilajutkan pada 2007 untuk mencapai 

kesepakatan bersama terkait untuk menerapkan dari Joint 

Declaration 2005 pada perjanjian 13 Februari untuk segera 

melakukan komitmen bersama terkait masalah nuklir Korea 

Utara selama 60 hari kedepan, dimana Korea Utara harus 

menutup dan menyegel adanya fasilitas nuklirn Yongbyon. 

Serta komitmen dari Amerika Serikat dan Jepang untuk 

menormalkan hubungan dengan Korea Utara dan semua pihak 

menyediakan 50.000 ton bahan bakar minyak, dan Amerika 

Serikat harus menghapus Korea Utara sebagai negara yang 

mensponsori teroris. Selanjutnya akan dilanjutkan pertemuan 

keenam dimana untuk mebahas kerangka kerja untuk Joint 

Declaration 2005. 

6. Pertemuan Keenam, 13 Februari 2007, pada pertemuan ini 

tidak ada kesepakatan secara subtantif dikarenakan delegasi 

Korea Utara keluar dari pertemuan tersebut akibat dari sanksi 

dana dari Banco Delta Asia terlambat. Selanjutnya pada tahun 

Juli 2007 IAEA mengkonfirmasi 5 MW nuklir Yongbyon 

telah dinoaktifkan dan disegel. Dan juga Korea Utara 

berkotmitmen unutk menutup fasilitas nuklirnya dan Korea 

Utara juga tidak akan melakukan transfer teknologi, dan 

Program Senjata Nuklir. Dan negara lainnya setuju untuk 

memberi bantuan terhadap Korea Utara berupa 1 juta bahan 

bakar minya serta melanjutkan nomarlisasi diplomatik. Serta 

bantuan ekonomi dan kerjasama energi. Hingga 5 April 2009 

ketika Korea Utara melakukan uji coba roketnya yang 

digunakan untuk tujuan program luar angkasanya direspon 

oleh dunia internasional sebagai tindakan yang berbahaya dan 

Dewan Keamanan pun menjatuhkan sanksi ke Korea Utara 

berupa resolusi 1718, dan Korea Utara merespon akan tidak 

melajutkan perundingan di Six Party Talks dan tidak terikat 

lagi dalam perjanjian tersebut,  

Sejak perundingan terakhir pada 2007 banyak dinamika yang 

terjadi di antar negara Six Party Talks ada usaha – usaha yang 
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dilakukan oleh beberapa negara untuk kembali berkumpul membahas 

nuklir di Korea Utara. Pada 2010 Cina, Jepang, Korea Selatan dan 

Amerika Serikat mengiginkan untuk diadakan pertemuan darurat, 

pada 2014 delegasi Korea Utara memberikan kabar ke Presiden Rusia 

Vladimir Putin memberitahukan bahwa Korea Utara siap untuk 

melanjutkan negosiasi di perundingan tersebut. 

 

C. Program Denuklirisasi 2017 – 2018 

 

Dan peristiwa besar lainnya terjadi pada tahun 2017 – 2018 

dimana Korea Utara dan Korea Selatan untuk pertama kalinya 

bertemu satu sama lain untuk membahas masalah nuklir Panmunjon. 

Janji yang diberikan oleh Moon Jae – In ketika menjadi calon presiden 

Korea yang mana akan menggunakan jalur Soft Diplomacy terhadap 

Korea Utara dilakukan sungguh – sungguh untuk membuat 

perdamaian dan memperbaiki hubungan kedua negara.18 Seusai Moon 

Jae – In menjadi presiden Korea Selatan pada Mei 2018, Moon Jae – 

In selalu menggunakan cara Soft Diplomacy ke Korea Utara, dengan 

cara memberikan surat atau undangan ke Korea Utara untuk 

menghadiri sebuah acara internasional bersama dengan Korea Selatan, 

beberapa kali Korea Selatan mengirimkan surat dan juga undangan 

untuk berpartisipasi dalam Olimpiade Musim Dingin 2018 

PyeongChang di pidatonya untuk Kejuaraan Dunia Taekwondo Muju 

WTF 2017.  

Sebelumnya pada 24 Juni 2017 Moon Jae – In mengingkan 

Korea Utara untuk berpatisipasi dalam olimpiade musim dingin 

namun surat tersebut tidak mendapatkan balasan, hingga pada 9 

Januari 2018 Korea Utara dan Korea Selatan melakukan pertemuan 

pertama kali di Panmunjon untuk merundingkan beberapa hal, terkait 

dengan berpartisipasinya Korea Utara di Olimpiade Musim Dingin 

2018 di PyeongChang serta membahas masalah militer di 

 
18 Adhitya Himawan. Jika Terpilih, Moon Janji Buka Pintu Dialog Dengan 

Korut. https://www.suara.com/news/2017/05/09/043325/jika-terpilih-moon-

jae-janji-buka-pintu-dialog-dengan-korut.  Diakses pada 14 Maret 2019. 

https://www.suara.com/news/2017/05/09/043325/jika-terpilih-moon-jae-janji-buka-pintu-dialog-dengan-korut
https://www.suara.com/news/2017/05/09/043325/jika-terpilih-moon-jae-janji-buka-pintu-dialog-dengan-korut
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Semenanjung Korea, dan respon positif pun dilakukan oleh Korea 

Utara untuk ikut serta dalam acara tersebut, Korea Utara juga setuju 

untuk dilakukan pertemuan antar Korea pada April 2018 untuk 

membahas sebuah perdamaian di Semenanjung Korea.19 Sebelumnya 

pada 2017 Korea Utara sempat melakukan beberapa kali uji coba rudal 

jarak jauhnya dan roketnya, dan membuat hubungan dengan Korea 

Utara dengan Korea Selatan menjadi lebih tidak baik, akan tetapi 

Korea Selatan tetap berusaha untuk menggunakan Soft Diplomacy.  

Perubahan kebijakan dari Korea Utara yang sebelumnya lebih 

Agresif dalam melakukan uji coba rudal jarak jauhnya ini terjadi 

dikarena beberapa hal, ketika pidato tahun baru 1 Januari di Korea 

Utara, Kim membuat tawaran terhadap Korea Selatan untuk 

berpartisipasi dalam Olimpiade Musim Dingin dan memperbaiki 

relasi antar kedua negara, perubahan ini terjadi dikarena ketika 

Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyampaikan pidatonya di 

PPB, yang memberikan tekanan terhadap Korea Utara ini membuat 

Kim Jong Un menggunakan langkah stategis untuk memperbaiki 

relasi dengan Korea Selatan agar dapat bantuan Ekonomi dan 

memperbaiki relasi antar Korea Utara, Korea Selatan dan Amerika 

Serikat agar bisa terlepas dari sanksi ekonomi yang menjerat Korea 

Utara.20 Karena berdasarkan sanksi – sanksi yang diterapkan terhadap 

Korea Utara membuat ekonomi tidak bisa berjalan dengan baik, Cina 

yang menjadi sekutu Korea Utara harus juga melakukan sanksi 

international dalam pembatasn impor dan expor, untuk itu Kim 

melakukan Denuklirisasi, dan Kim Jong Un juga perlu untuk 

mempertahankan dari rezimnya otoriternya dalam memiliki Hulu 

 
19 Veronika Yasinta, Hasil Penting Pertemuan Korut-Korsel, Olimpiade dan 

Perdamaian, 

https://internasional.kompas.com/read/2018/01/09/14213571/hasil-penting-

pertemuan-korut-korsel-olimpiade-dan-perdamaian,. Diakses pada 10 

oktober 2018 
20  G.G. Dwivedi. Historic Summit at Panmunjon. 

https://idsa.in/idsacomments/historic-summit-at-panmunjom-ggdwivedi-

040518. 04 Mei 2018. Diakses pada 14 Maret 2019. 

https://internasional.kompas.com/read/2018/01/09/14213571/hasil-penting-pertemuan-korut-korsel-olimpiade-dan-perdamaian
https://internasional.kompas.com/read/2018/01/09/14213571/hasil-penting-pertemuan-korut-korsel-olimpiade-dan-perdamaian
https://idsa.in/idsacomments/historic-summit-at-panmunjom-ggdwivedi-040518
https://idsa.in/idsacomments/historic-summit-at-panmunjom-ggdwivedi-040518
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Ledak Nuklirnya agar tidak seperti kejadian di Timur Tengah, dan 

Kim pun memberi izin ke IAEA untuk melakukan inspeksi disana.21 

Kebijakan Pemerintah Korea Selatan untuk berususan dengan 

Korea Utara terkait masalah denuklirisasi di Semenanjung Korea 

termasuk dalam agenda ketika diadakan pertemuan antar Korea 2018. 

Pada 27 April 2018 pertemuan tersebut dihadirin oleh petinggi negara 

dari kedua negara, Moon Jae – In dari Korea Selatan dan Kim Jong 

Un dari Korea Utara di “Peace House” Panmunjon untuk membahas 

beberapa hal, dimana terkait dengan masalah nuklir, perbaikan 

hubungan kedua negara dan juga kerjasama antar negara serta 

reunifikasi keluarga. Pertemuan tingkat tinggi ini adalah pertemuan 

pertama antar kepala negara, yang sebelumnya dilakukan terakhir kali 

pada tahun 2007. Didalam Deklarasi Panmunjon untuk perdamaian, 

kemakmuran, dan reunifikasi Semenanjung Korea. Bahwa kedua 

pemimpin Korea menyatakan tidak akan melakukan perang dan 

memulai hubungan era baru di Semenanjung Korea. Beberapa point 

penting dari Deklarasi tersebut :22 

1. Denuklirisasi, Korea Selatan dan Korea Utara setuju untuk 

melakukan denuklirisasi secara penuh dan lengkap untuk mewujudkan 

dari Semenanjung Korea bebas nuklir, berperan dan tanggung jawab 

masing – masing. 

2. Rezim Perdamaian, kedua Korea setuju untuk melakukan 

pertemuan antar Korea untuk membahas terkait masalah genjatan 

senjata, bahkan jika perlu adanya trilateral dengan Amerika Serikat 

atau pertemuan segi empat dengan Kedua Korea, Amerik Serikat dan 

Cina untuk menciptakan perdamaian. 

3. Kunjungan Pyongyang, kedua pemimpin sepakat, melalui 

pertemuan rutin dan percakapan telepon langsung, untuk mengadakan 

diskusi yang sering dan jujur tentang masalah-masalah penting bagi 

kedua Korea, untuk memperkuat rasa saling percaya dan untuk 

 
21 Ibid. 
22  Admin, Panmunjom Declaration: The Key Point, 

https://www.dhakatribune.com/world/asia/2018/04/27/panmunjom-

declaration-key-points, 27 April 2018, diakses pada 14 Maret 2019. 

https://www.dhakatribune.com/world/asia/2018/04/27/panmunjom-declaration-key-points
https://www.dhakatribune.com/world/asia/2018/04/27/panmunjom-declaration-key-points
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bersama-sama berupaya untuk memperkuat momentum positif 

menuju kemajuan berkelanjutan hubungan antar-Korea serta 

kedamaian, kemakmuran, dan penyatuan Semenanjung Korea. 

4. Reuni Keluarga, Korea Selatan dan Korea Utara setuju 

untuk menyelesaikan masalah kemanusian berupa reunfikasi antar 

keluarga yang terpisah akibat dari Perang Korea dan juga pertemuan 

Palang Merah antar – Korea, untuk membantu sama lain terkait 

termasuk reunifikasi. Dan diadakan reunifikasi keluarga pada 15 

Agustus 2018. 

5. Bergabung di Olahraga, ketika Asian Games 2018 

dilakukan kedua Korea setuju untuk menjadi satu dalam bendera 

reunfikasi, mereka berpartisipasi bersama dalam acara tersebut, ini 

sudah dilakukan juga ketika Olimpiade Musim Dingin, mereka 

bernaung didalam satu bendera yang sama untuk menjujung 

solidaritas mereka. 

6. Pelucutan senjata, Korea Selatan dan Korea Utara sepakat 

untuk melakukan pelucutan senjata secara bertahap, diharpkan 

ketegangan militer dikurangi dan kemajuan besar dibuat dalam 

pembangunan kepercayaan militer. 

7. Tidak ada Perang, Kedua pemimpin Korea bersungguh – 

sungguh untuk menyatakan akan tidak perang dihadapan rakyat Korea 

dan juga dunia Internasional, dan mencapai era perdamaian baru di 

Korea. 

Keseriusan dari Kedua Pemimpin Korea dalam hal 

perdamaian di Semenanjung Korea sangat ingin dicapai bersama, 

dikarenakan kedua negara ingin mencapai era baru yang dianggap bisa 

membuat kedua Korea bisa maju bersama dan saling mendukung satu 

sama lain, dan Dunia Internasional pun menyambut positif dari adanya 

pertemuan tingkat tinggi tersebut agar perdamaian bisa dapat tercapai 

disana. 

Korea Utara sendiri sudah memiliki Nuklir sejak tahun 

1950an dimana ketika itu Korea Utara dan Uni Soviet melakukan kerja 

sama dalam hal pembangunan nuklir dalam hal energi dan juga 
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memberikan pelatihan kepada insiyur Korea Utara mengenai nuklir, 

Lalu pada 1960an Korea Utara melakukan pengembangan dalam 

pendidikan san penelitan terkait nuklir. Dengan reaktor nuklir dari Uni 

Soviet Korea Utara berusaha untuk menciptakan Hulu ledak 

Nuklirnya sendiri. eKorea Utara sendiri memulai denuklirisasi pada 

tahun 1992 dimana pada waktu itu, Korea Utara dan Korea Selatan 

melakukan pertemuan untuk membahas tentang perdamaian dan 

nuklir di semenanjung Korea dengan menghasilkan sebuah perjanjian 

Joint Nuclear Control Commission (JNCC) yang membahas masalah 

terkait dengan Nuklir di kedua negara Korea, meskipun hingga tahun 

1993, rencana dari JNCC tidak bisa mengalami perubahan yang sangat 

signifikan dikarenakan adanya syaratn yang diajukan kedua negara 

dianggap susah dan rasa tidak kepercayaan antar kedua membuat 

proposal negosiasi menjadi lebih susah, pada tanggal 1 September 

diadakan pertemuan darurat antara Korea Utara dengan Korea Sealtan 

terakait dengan dialog dan masalah nuklir melalui pertukaran utusan, 

dan mengehasilkan sebuah JDD (Joint Denuclearization Declaration) 

lanjutan dari program JNCC.  

Amerika Serikat yang berusaha untuk masuk ke Korea Utara 

untuk membuktikan adanya fasilitas senjata nuklir menawarkan ke 

Korea Utara untuk memberikan Dua reaktor air ringan, dengan catatan 

bahwa Korea Utara setuju untuk menghentikan dari operasi dan 

pembangunan reaktor nuklir yang dicurigai sebagai senjata nuklir. 

Dengan hal penawaran tersebut maka terciptanya sebuah Agreed 

Framework 1994, selain membahas tentang nuklir Korea Utara 

perjanjian tersebut juga menghasilkan bahwa Amerika Serikat akan 

membantu Korea Utara  dalam hal berjanji untuk memberikan 

keringanan sanksi, bantuan, minyak.  

Pada tahun oktober 2002, Agreed Framework 1994 antara 

Korea Utara dan Amerika Serikat mengalami kegagalan yang mana 

akibat dari hubungan antar kedua negara yang tidak baik, ini 

dikarenakan adanya tidak ada keseriusan kedua negara, lalu rencana 

terbentuk Six Party Talks yang terdiri dari beberapa negara untuk 

membahas masalah nuklir di Semenanjung Korea, ingin untuk 

menyelesaikan masalah nuklir Kore Utara. Landasan dari 

terbentuknya dari Six Party Talks adalah dari adanya kegagalan dari 
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Agreed Framework 1994 dan juga kebuntuan dari sitasui terhadap isu 

nuklir Korea Utara. Sudah 6 kali forum ini melakukan pertemuan akan 

tetapi terjadi beberapa kali dinamika yang sulit dalam mengambil 

keputusan dikarenakan tidak satu suaranya antara Korea Utara dengan 

Amerika Serikat sendiri.  

Sejak perundingan terakhir pada 2007 banyak dinamika yang 

terjadi di antar negara Six Party Talks ada usaha – usaha yang 

dilakukan oleh beberapa negara untuk kembali berkumpul membahas 

nuklir di Korea Utara. Pada 2010 Cina, Jepang, Korea Selatan dan 

Amerika Serikat mengiginkan untuk diadakan pertemuan darurat, 

pada 2014 delegasi Korea Utara memberikan kabar ke Presiden Rusia 

Vladimir Putin memberitahukan bahwa Korea Utara siap untuk 

melanjutkan negosiasi di perundingan tersebut. 

Pada tahun 2018 Korea Utara dan Korea Selatan bertemu di 

Panmunjon pada 27 April 2018 dimana kedua negara tersebut 

membahas terkait dengan masalah nuklir, perbaikan hubungan kedua 

negara, kerja sama negara kedua negara dan juga reunifikasi keluarga. 

Awal dari KTT Korea 2018 ini dimulai dari tahun 2017, ketika Moon 

Jae In menjadi calon presiden dan menawarkan diri untuk 

memperbaikin hubungan dengan Korea Utara dan juga menggunakan 

cara Soft Diplomacy untuk berdialog. Dan Korea Selatan juga 

berusaha untuk mengundang Korea Utara dalam acara internasional 

untuk hadir terutama dalam acara Olimpiade Musim Dingin 2018 di 

Korea, ini adalah langkah nyata Korea Selatan terhadap Korea Utara 

untuk memperbaiki hubungan kedua negara.  

Hingga pada 9 Januari 2018 Korea Utara dan Korea Selatan melalui 

utusan kedua negara bertemu di Panmunjon untuk membahas 

beberapa point penting terkait partisipasi di Olimpiade dan juga 

hubungan kedua negara, ini adalah pertemuan pertama kali utusan 

dari kedua negara terkait dengan sejak 2017 pasca uji coba Korea 

Utara yang berbahaya.  Perubahan kebijakan dari Korea Utara yang 

sebelumnya lebih Agresif dalam melakukan uji coba rudal jarak 

jauhnya ini terjadi dikarena beberapa hal, ketika pidato tahun baru 1 

Januari di Korea Utara, Kim membuat tawaran terhadap Korea 

Selatan untuk berpartisipasi dalam Olimpiade Musim Dingin dan 
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memperbaiki relasi antar kedua negara, perubahan ini terjadi 

dikarena ketika Presiden Amerika Serikat Donald Trump 

menyampaikan pidatonya di PPB, yang memberikan tekanan 

terhadap Korea Utara ini membuat Kim Jong Un menggunakan 

langkah stategis untuk memperbaiki relasi dengan Korea Selatan 

agar dapat bantuan Ekonomi dan memperbaiki relasi antar Korea 

Utara, Korea Selatan dan Amerika Serikat agar bisa terlepas dari 

sanksi ekonomi yang menjerat Korea Utara. Untuk itu Korea Utara 

melakukan pertemuan dengan Korea Selatan untuk membahas 

denuklirisasi agar menciptakan sebuah perdamaian di Semenanjung 

Korea. 


